PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NFOMOR ™7 TAHUN 2022

TENTANG

FEMBENTUKAN, ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEENIS
DAERAH BATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESAWARAN
BUPATI PESAWARAN,

- bahwa dalam rmangka melaksanakan Keteniuan Pagal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetaplan oleh Bupati;

- bahwa berdasarkan perimbangan sebagramana dimaksud

huruf a tersebut Ciatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
'ugas teknis oprasional dan/atay telknis penunjang Dinas dan
Baden Dacrah dalam meningkatkan pelavanan kepads
masvaraka® il dacrah agar berjalan lancar. tertih berdayaguna

dar berhasiguna perly menetapkannya dengan Peraturas
BHupati:

hahwa berdasarkan pertimbangan wbhagaimena dimaksud
hurul & dan huruf b di atas dipandang perlu membentyk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Orgarisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayasan Kabupaten Pesawaran;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintsh Pusat dan Pemerintahan Daerah
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesis Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2087 tentang Pembentukan
KabUpaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tabun 2007 MNomer o0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4749);

Wndang Nomor |4 Tabhun 20 1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan |Lembaran Negara Republk Indonesia
Fahun 2011 Nomor 82, Fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, stbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan v

Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 6398);




' Peraturan Pemenntah  Nomor 12 Tahun 3019

Undangz-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Megara Republik Indeonesia Tahun 2014

Nemor 6, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5494,

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia
Normer 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

L RE 5 T TREEN LTI |

Wndang Nomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembarzn Negara Republik
Indonesia Nemor 5234, scbagaimana telah diubakh dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Replblik Indonesia Nemer 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Wegars [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2014

Nomor &, Tamhbghan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Neamor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
wommor 208/, sebagmmana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Uncang Undang Nomor || Tahun 2020 tentang Cipta
ne€na |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor B573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintehan  (Lembaran  Negara Republik  Indenesia
Tahun 2004 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglkat

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor SHB7), sebagaimana telah dinhah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
fentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Namor 187 Tambahan Lembaran Negara

Erpuliink Irsdonessa Nomd =2y

tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
inconesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Namor 6322);



L2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 850 Tahun 2015 tentang
Fembentukan Produk Hukum Daersh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 lentang Pembenmukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2018
Nomor 157);

Prraturan Menteri Dalam Neger Narmer 12 Tahun 2017

rentang
Her asmimn

“embeniukan dan Klasifikas: Cabang Dhnas dan Unge
Pelaksana Teknis Daerah:

14 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, HKodefikasi dan Nomenklatur, Perencanszan

Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
ientang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah

[Lembaren Daerah Kabupaten Tahun 2021 Namor Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Nomor 93 %

16. Peraturan Bupati Nomor Tehun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan
Rebudsyaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan - PERATTRAN EUPATI TENTANG FEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEBAWARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal [

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran.
Bupati edalah Bupati Pesawaran,

Dinas Fendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnyva
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Repala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pcsawarar,

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
flan.-'a!,au leegiatan teknis penurjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan

ehpdavaan Kahupaten Praawaran

saruan Pendihikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Jatuan Pendidikan

brrientuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal d)
habupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnva disingka: SppF adalah Kelompok

Lavanan Pendidikan Yang menyelengearakan Program Pendidikan Formal mehputi
Pendidikan Anak Usia Ding dan Pendidikan Dasar. '
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16.
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Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah
Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Telnis Daerah Satuan
Fendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formel Taman kanak-kanak MNegeri vang selanjuinya
Aisingkar SPF TH Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-karnak

Al Femain i frn

Satunn Pendidikan Formal Sekoiah Dasar Megeri yang selanjutnya disingka: SPF

5L Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Mendidikan Formal Sekolzh Menengah Pertama Negeri vang selanjutnya

disingkat SPF SMP Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama MNegeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Fendidikan Non Forma! Sanggar Kegiatan Belajar yvang selanjutnva
disinghat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sangear Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran ¥ang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal,

Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masvarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usis dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan. pendidikan keaksaraan.
cendidikan ketrampilan dan  pelatihan kerja. pendidikan kesetaraan, serta
e liilina s B Sang el u ik s At mengembangkan kemampuan RESErTE

Prugram Pendsdikan Anak Usia Dim yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan Kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia © (enam) tahun yvang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasulki pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sckeiompok jabatan vang bersi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atay
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMEBENTUKAN

Faszal 2

Dengan Feraturan Bupat ini dibentux UPTD Bidang Pendidilkan berupa Satuan

Henrwdibean pada Dinas. terdie grae
# SPF TK Negeri;

b 5PFF 50 Negen,

¢. 3PF SMP Negeri: dan

g  SPNF Sanggar Kegiatan Belajar,

Nomenklatur UPTD Satyan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



[T]

(<]
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BABE [
HEDUDUIKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
LHTL Satdan Pendidikan schbagwmana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur pelanaana lekms Dinas yvang melaksanakan
a. kegiatan tekmis operasional; dan/atau
b kegiatan teknis penurjang tertentu.

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan,

Kepala UPTD BSatuan Pendidikan Formal adalah Kepala S8ekolah yang
berkedudukan dibawsh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Kepala UFTD Satuan Pendidikan sebagaimana yvang dimaksud pada ayat (2]
merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SENF
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bagilan Kedua
Susvnan Organisazi

Panal 4

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari -
a mepals Sekolah:

b. Kelompok Jabatan Fungsional: dan

c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagan Susunan Organlsasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercanium

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Feraturan
Bupat ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

UPTD Satuyan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

UPTD Satuan Pendidikan ¢alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2] mempunyai fungsi -

a. melaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar,
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(2]

i1

b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olzhraga dan keseniar pelajar di sekolah.

¢ melsksanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidik, tenaga
keperdidikan di sekolah

i i e pagi b Lid iy PR R gl B e el b LA HE e T W] lJi'..lllh.

meladsanakan sdmimairss kKetatAusabhaan, kesiswaan, krrnnagaa:n, SArang
prasana dan keuangan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
B melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan

Baglan Kedua
Hepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
jabaian fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,
vang delam melakaanakan tugasnva berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas,

kepala Sekolah memiliki fungsi :

o Melgurgamisasikan, mangarankan, mengoordinasikan dan MENEAWAS Proscs
kepatan belajar mengajar.

o. menvelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan  pengendalian, pengawagan, pelaporan, kunkulum, kesiswaan
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan

c. mengatur kegiatan proscs belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi keaiswaan,

Bagian Hetiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pameng belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesual dengan keahlian dan kebutuhan Vang
Aalam melaksanakan tugsenva herada dihawah dan bertanggung jawab kepada

P ke ekl
AElumipuk Jabatan Fungswnal sebagaimans dimaxsud pada ayat (1) mempunya
r'ungaz

a. melaksanakan pembyatan perangkat pembelajaran;
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
¢. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pem belajaran;

d. melakeanakan analisis hasi] pembelajaran harian:

€. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengavaan;



(2}

{3

(4]

(1)

(<]

f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses
kegiatan belajar mengajar:

Coihhathna el an akil pelogaran fala perags

v mwhiimbivhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positil pesertia
didk;

I mengadakan pengembangan PrOZTAM  DengaRjaran vang menjadi LANgEUNE
Jlawgbnya;

1. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebeluss memulai pelajaran;

L. melaksanakan tugas lain se3uai ketentuan peraturan pPerundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jubatan Pelaksana
Fasal 8
Welnmpale  Iabatan Pelokasria sehapnimana dimakayd pada pasal 4 Rurufl o
METUpkkanr  tenags  Kependwlikan BeErlugas melaksanakan administrasi
Delgelolaan dan Pelavanan lekms untuk menunjang proses pendidikan pada

Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

relompok Jabatan Peiaksana terdini dari Jabatan pelakzang,

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dar -

a. Pengadministrasi Umum;

0. Pengadministrasi I-Eeuﬂlntan'.

c. Fengadministrasi Kepegawalan: dan

d. Jabatan Pelaksana lzin sesyuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksans ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB V
ROOURDINATOR WILAYAH KECAMATAN
SIDARG PENDIDIKAN

Pasal 9

Calam rangks percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi
padz Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilavah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktura)l pada setap
kecamatan di wilavah Deerah, vang dipimpin aleh seorang Koordinator,

Koordinator Wilayah Kecamuzan Bidang Pendidilkan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) dipimpin cleh seerang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atay dari pegawal Aparatur Sipil

Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
minimal I[l/e.



{5)

()

(1l

[2]

6]

Pl i beebuie Wilgy BT hevdimia Lat tidang Pendidikan sebagrumana dimakasud pada
aval |1l diangkat dan  diberhentikan cleh Kepala Dinas Pendidikan atas
purselujuan Bupau

Untuk mendukung pelaksansan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan pragarana serta pegawai Aparatur

Siptl Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daersh
Pendidikan Kecamatan.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], mempunyal tugas melakukan koordinasi lavanan administras; pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Koordinutor Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimara dimaksud pada
ayat (1). mempunyai fungsi :

a. melgksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidilk,
dan tenaga kependidilan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

b melaksanakan aengadminstiragian Leyl kenatkan pangkat dan angka kredi
AUl dan ienags kependidikan

meliksanakan koordinasi lomba-iomba ¢i wilayah kerjanya:
d. melaksanakan rugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan

melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB V1
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok
Jabatan Pungsions! dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinlronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar
unit lainnya.

Setisp pimpinan satuan orgamisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing

ur HODeTUm A ngan - agar mengambi) langkah-langkak yvang d:periukan

SPUAR pimpinan  satuan organisasi  bertanggung jawab memimpin dan

mengkoorlinas: bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
Petunjuk bag pelaksansan tugas bawahannya

Setap pimpinan satuan organisasl wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
Dertanggung jawab pada Alasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat wakiy,

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satlan organisasi dan bawahannya
wayib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannys.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib  disampaikan kepada satuan Organisasi lain ¥ang secaras fungsional
mempunyai hubungan kerja.



BAE VII
=ETENTUAN PENUTUP

Pasa! 11

kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelakeana diangkat dan diberhentikan
cleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky,

Pagal 12

Pasal 13

Peratiran Rupan ini miilai herlay seink tangeal |']i|:|l1|‘]E_rIE1-!F|,1'|
WLar seLiap ureng mengetanuinya, memerintahkan

PeRgundangan Peraturan Bupati in
witigan penemiatannya dalam Berita Daerah kabuy

palen Pesswaran

Ditetapkan di Gedeng Tataan
Pada tanggal 3 JEmwari 202z

Diundangkan di Gedong Tataan
Peda tanggal 3 Jamaar: 2022

Plh. SEKRETARIS D Kn;iﬁ\m PESAWARAN,

-

5 R
BERITA DAEFAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR =75
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